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ABSTRAK

Penanaman Modal Asing, memang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi Nasional. Masalah yang timbul kemudian adalah
perkembangan Perusahaan Modal Asing yang demikian pesat hingga dapat
mempengaruhi produksi‘dan. pemasaran barang, sehingga memiliki dampak yang cukup
serius terhadap perekonomian Nasional. Ambil contoh Perusahaan Modal Asing bidang
tambang Newmont. Pada saat Pemerintah akan melakukan renegosiasi-kontrak dengan
perusahaan asal Amerika, Newmont dan Freeport, dan akan memberlakukan Undang-
undang Nomor-4 tahun 2009. Dengan alasaan keadaan terpaksa perusahaan Newmont
menon-aktifkan sebagian besar pegawainya, kensekuensinya para pekerja mengalami
pemotongan gaji. Tentu*hal ini berdampak cukup besar bagi pendapatan rakyat. Belum
lagi bila dikemudian hari Perusahaan Modal Asing menarik kembali seluruh modal dan
keuntungan yang diperoleh ke Negara asalnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab
dalam penulisan Tesis ini diantaranya : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap
Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau? dan Bagaimanakah Kendala Dalam
Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau?

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan
kedalam dalam penelitian penelitian observasional research yang dilakukan dengan cara
survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat
pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini
bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan
gambaran secara rinci, jelas dansistematis tentang_permasalahan pokok penelitian.

Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Riau bahwa
pemerintah daerah menjamin kepastian hukum terhadap para investor yang ingin
berinvestasi di Provinsi Riau baik dari segi perizinan dan kemudahan lainnya yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau, namun setiap penanam modal asing dan juga
perusahaan penanam modal diminta untuk melakukan tanggung jawabnya serta
kewajibannya yang diatur dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka
dengan demikian pemerintah akan memberikan kepastian hukum terhadap setiap hak-hak
yang dimiliki penanam modal, maupun perusahaan penanam modal dalam
melakukan/menanamkan investasinya di Provinsi Riau.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing.



ABSTRAC

Foreign investment is indeed needed to support the growth and development of
the national economy. The problem that arose later was the rapid development of
Foreign Capital Companies that could affect the production and marketing of goods, thus
having a fairly serious.dmpact on the national economy..Take, for example, the Foreign
Capital Company.in the mining sector, Newmont. At the time the Government was about
to renegotiate contracts with American companies, Newmont and Freeport, and would
enact Law No. 4 of 2009. Due to the circumstances that Newmont was forced to lay off
most of its employees, the consequence was that the workers had their salaries cut. Of
course this has a big impaction people's income. Not to mention if in the future the
Foreign Capital Company withdraws all its capital and profits to its home country.

Based on the above background, the formulation of the problem that will
be answered in writing this thesis include: How is the Legal Protection Against
Foreign Investment in Riau Province? and What Are the Obstacles in Legal
Protection Against Foreign Investment in Riau Province?

This research when viewed from the type of research can be grouped into
observational research research conducted by survey, namely research directly to
the research location using data collection tools in the form of interviews.
Meanwhile, if viewed from its nature, this writing is descriptive analytical, which
means that the research is intended to provide a detailed, clear and systematic
description of the main research problems.

Legal Protection Against Foreign Investment in Riau Province that the
local government guarantees legal certainty for investors who want to invest in
Riau Province both in terms-oficensing.and other facilities provided by the Riau
Provincial Government, but every foreign' investor and investment company is
asked to In carrying out its responsibilities and obligations as regulated in Law
No. 25 of 2007 concerning investment, the government will thus provide legal
certainty for any ‘rights owned by investors, as well as investment companies in
making/investing their investments in Riau Province.

Keywords : Legal Protection, Foreign Investment.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

dampak yang hada : al. Ambil contoh
Perusahaan Mo ] 1 ang Ne g at. Pemerintah akan

melakukan k dengan perusaha ka, Newmont dan

sangat signifikan bagi perekonomia

Meskipun hal-hal tadi bukan merupakan tindakan Investor yang dilarang
olen UUPM, bukan berarti Pemerintah tidak dapat melakukan apa-apa untuk
mengantisipasi kondisi tersebut. Tentu ada langkah-langkah untuk mengantisipasi

Perusahaan Modal Asing yang terlalu berpengaruh, seperti PMA di bidang

L Aminuddin llmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hal.
36

8
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tambang MINERBA, yang dapat dilakukan Pemerintah tanpa harus keluar dari
koridor hukum yang ada. Salah satunya adalah dengan cara mengambil kebijakan

untuk menasionalisasi Perusahaan Modal Asing.
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mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu,
peningkatan koordinasi harus dapat diukur kecepatannya dengan pemberian

perizinan dan fasilitas penanaman modal yang memiliki daya saing.’

“Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Pasal 1 angka 3
® Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hal. 71
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Upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif
bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan

mempercepat peningkatan penanaman modal, pemerintah menetapkan kebijakan

dasar

menigkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah
dengan bank indonesia, dan antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah.
koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi
daerah. Pemerintah daerah bersama — sama dengan instansi atau lembaga, baik
swasta maupun pemerintah, harus lebih dibedayakan lagi, baik dalam

pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan

10



pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas —
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan
penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau
dekonsentrasi. oleh karena itu,.peningkatan-koordinasi kelembagaan tersebut
harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman
modal dengan biaya yang berdaya saing.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal tersebut, memberikan amanat kepada pemerintah
untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan, baik Pemerintah dengan
Bank Indonesia maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk
mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal tersebut,
pemerintah telah melakukan, langkah-langkah untuk menarik investor domestik
maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membuat
kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal.
Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada
penanam modal) dan kemudahan.— kemudahan bagi investor dalam menanamkan
modalnya.

Bentuk — bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah berupa kemudahan di
bidang perizinan, perpajakan dan pungutan lainnya, sebagaimana yang telah
diatur oleh Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Dalam bentuk upaya pelaksanaan koordinasi antara pemerintah dengan

pemerintah daerah terhadap pemberian fasilitas yang diberikan terhadap penanam

11
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modal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008
Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan penanaman

modal di daerah, sebagai dasar pelaksanaannya di daerah untuk membuat suatu
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peraturan

Pemerintah

1)
a. Keringanan pajak; dan/atau
b. Keringanan retribusi.

(2) Pemberian kemudahan kepada penanam modal dapat diberikan antara lain
dalam bentuk:
a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana;
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Penyediaan lahan atau lokasi;

. Pemberian bantuan teknis;

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan; dan/atau

SRS

.
=T e

Berlokasi di kawasan strategis, terpencil, daerah tertinggal atau daerah
perbatasan;

Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

Melakukan alih teknologi;
Melestarikan tata nilai budaya lokal;

Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; dan/atau

13
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m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Daerah.

Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2018

NO

_____ 1 |In Ao
2 -
N . s T
4 7
..5..] bum 255 |
..... 6 .| Indra [
_____ 7. (150 |
_____ 8. SO T
_____ 9 | Benek =T
10 | Rokanfir SN F NN 0 (11 R O Weald N - | .
BEEY SRRl ENEE B
.12 | Kuant: WA N P S N

2

NO

TKA
1 Bengkalis : -
2 Pekanbaru 348.229.500.000 -
3 Dumai 53 336.254.000.000 77 2
4 Siak 30 81.126.000.000 - -
5 Kampar 21 13.885.500.000 25 -
[ Rokan Hilir 7 3.759.000.000 116 -
7 Kuantan Singingi 1 1.0598.000.000 - -
8 Indragiri Hulu 7 399.000.000 25 -
9 Indragiri Hilir 3 - - -
10 Pelalawan 16 - 658 -
11 Rokan Hulu 5 - - -
12 Kep. Meranti 1 - - -
JUMLAH 184 1.410.817.500.000 515 2

Tabel 111.1
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Tabel 111.3
Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2020

PMA

KABUPATEN/KOTA PROYEK INVESTASI

(DIm Rp)

W 00 N O U B W N

B A LTS

No. 10 Tahun 2017 ini memiliki peranan penting dalam mempengaruhi daya tarik
penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Namun
demikian, untuk mengetahui efektifitas pemberian insentif dan kemudahan bagi
penanam modal maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaannya. dan ini juga
menyangkut terhadap pemenuhan terhadap hak penanam modal mengenai

kepastian hak, hukum dan perlindungan; hak informasi yang terbuka mengenai

15
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bidang usaha yang dijalankannya; hak pelayanan; dan hak untuk mendapatkan
berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dijamin oleh Negara dalam Pasal 14 UU

berusaha bag ] ovinsi Riau.

Untuk menjamin i i ‘q kewenangan
pemerintah, pro ‘ :

modal. Karena /iNS a ') ai “* ]’ u Provinsi di
Indonesia A _- - -_ enana g dal asing yang
memiliki pe : :
yang banyak me erj ! ekonomi potensial

daerah ini dif

investasi di daerah ini, maka dari itu semua hal tersebut akan penulis tuangkan
dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul “Analisis Yuridis
Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Di Provinsi Riau.”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab

dalam penelitian Tesis ini adalah :

16
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1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di
Provinsi Riau?

2. Bagaimanakah Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman

1. bahasan terhadap

penanaman modal

terutama bagi para penanam modal asing di Indonesia, juga sebagai bahan
bagi para akademisi dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang
usaha PMA.

D. Kerangka Teori

Dalam menganalisa penulisan ini digunakan bebera teori diantaranya :

17



1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk
bertindak dalam_kepentinganya.tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa
salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan
perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan
hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya
kepastian hukum.* Lebih lanjut Setiono menyatakan perlindungan hukum adalah
tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang oleh  penguasa yang tidak sesuai “dengan aturan hukum, untuk
mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia.” Menurut Muchsin, perlindungan
hukum merupakan kegiatan, untuk melindungi, individu dengan menyerasikan
hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan
dalam menciptakan -adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama
manusia.’

Menurut Fitzgerald, Teori_perlindungan hukum Salmond bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap

* Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia Bandung: Alumni, 2010, hal. 121

® Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister llmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3

® Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Magister
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

18
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kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
kepentingan di lain pihak.’

Philipus Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai berikut:

mengikat dan 3 gakibatka a 5 dijatuhkan kepada

pihak yang :
Phil

yaitu:®

(1) Perli 1 - Ve ang be ntuk mencegah

bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak
dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana
hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya

untuk mempertahankan haknya tersebut. Dengan demikian wujud atau bentuk

’ Satijipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 53.

8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 2012,
hal. 205

® Ibid., hal 117
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perlindungan hukum berupa hak dan kewajiban dari subyek hukum yang dalam

hal ini adalah hak tertanggung yang merupakan kewajiban tertanggung, yang

dibedakan kedalam perlindungan hukum kontraktual yaitu berupa perjanjian dan

Investasi secara langsung selalu dikaitkan adanya keterlibatan secara langsung
dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal*®*. Dalam penanaman
modal secara langsung, pihak investor langsung terlibat dalam kegiatan

pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu

% Henry Faizal Noor, Investasi : Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat, PT Indeks, Jakarta, 2009, hal. 4

" 1bid., hal. 10

12 3alim HS & Budi Sutrisno, Op.Cit, hal. 38.

3 Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hal. 12
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kerugian.** Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat

Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara

maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang

banyaknya

permulaan

menyedihka yenanam UUP ya_mencakup badan

tertentu yang

ran perundang-

negeri maupun

bukan badan hukum dan/atau badan hukum yang didirikan berdasaran hukum

¥ N. Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era
Global Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hal. 11.

% |.G. Rai Widjaya, Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan danMenjalankan
Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN. Cet. Pertama, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hal.
23.

16 Aminuddin llmar, Op.Cit, hal. 5.

' David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, PT Kharisma Putra
Utama, Jakarta, 2013, hal. 23.
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yang berlaku di Indonesia®®. Melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan
suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi

terhadap pengembanganusaha, bentuk pertanggung jawaban, akses permodalan,

penanaman angsung a, pada Pasal 2

disebutkan, “kete alam Undang-Undang i 3 anaman modal

di semua s : ara yublik Indo : ntara itu, pada

adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Dalam
penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing

“maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri.

18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
hal. 312

19 Suparji, Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia, UAI Press, Jakarta, 2013, hal. 4.

2 Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, Ind-Hill, Jakarta, 2003, hal 78
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Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal telah ditentukan pengertian penanaman modal asing.

Penanaman modal asing adalah “kegiatan menanam untuk melakukan usaha di

penanam
penanaman in ) : : an modal dari
negara yang .s@ a lair J[IiE adalah mendapat

keuntungan.

.Q bdal. Dengan demikian
pengertian penanaman moda ‘
No0.9 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut hanyalah penanaman modal
yang dilaksanakan secara langsung (direct invesment) dan bukan penanaman
modal secara tidak langsung (portofolio investment) dimana pemilik modal hanya

memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau

2! Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hal 148
23



mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan
tersebut.?

Penanaman modal asing diartikan sebagai perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing dan/atau_pemerintah-asing yang melakukan penanaman
modal di‘wilayah negara Republik Indonesia®®. Dalam pelaksanaan nasionalisasi
oleh suatu negara terhadap hak-milik: atau benda-bendayang berkaitan dengan
suatu perusahaan asing di negara yang hendak melakukantindakan hukum
nasionalisasi harus memperhatikan prinsip “teritorialiteit”. Astinya Objekyang
akan di nasionaliasasi berada di dalam batas-batas teritorial negara yang
melakukan nasionalisasi. Prinsip tertitorialiteit pada dasarnya telah dilakukan oleh
Indonesia ketika menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.
Hal ini dapat dijumpai dalamketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun
1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan  Milik Belanda, bahwa
perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Republik Indonesia yang
akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan
dinyatakan menjadi “‘milik yang penuh dan bebas.Negara Republik Indonesia.
(Pasal 1 UU No 86 Tahun 1958). Sementara itu perusahaanperusahaan yang
dikenakan nasionalisasi, termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan,
hak-hak dan tagihan-tagihan. Namun tidak dijelaskan apakah hak-hak ini harus
terletak di dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 2 PP No. 2 tahun 1959).
Berkaitan dengan tindakan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia

sebagaimana disebutkan diatas, dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan

22 Aminuddin llmar, Op.Cit, hal.43
% David Kairupan, Op.Cit, hal. 23
24



adalah apa yang menjadi alasan pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi
terhadap perusahaan asing di Indonesia®.

Semua permasalahan yang berkaitan dengan pengambilalihan itu masih
ditambah lagi oleh protes keras. para pengusaha Belanda.yang perusahaannya
diambil alih. Para pengusaha mendesak agar hak milik mereka diberi ganti rugi.
Departemen Luar Negeri menjawab/dengan menyatakan bahwa yang dilakukan
tidaklah berarti penyitaan atau nasionalisasi. Sedangkan tindakan yang dilakukan
adalah sesuai-dengan peraturan keadaan darurat perang yang berlaku. Dengan
melihat kekacauan ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pengambilalihan
perusahaan-perusahaan Belanda, pemerintah mencarikan jalan keluarnya yakni
dengan cara ~mendirikan perusahaan-perusahaan baru milik negara yang
diharapkan akan berfungsi untuk mewakili kepentingan rakyat. Dengan
diambilnya keputusan menasionalisasikan _perusahaan-perusahaan Belanda
selanjutnya muncul dua masalah yang harus segera dipecahkan. Pertama, masalah
perusahaanperusahaan mana saja yang patut dinasionalisasikan; kedua, masalah
pembayaran ganti rugi. Dalam memutuskan perusahaan-perusahaan Belanda mana
yang patut dinasionalisasikan, sebagian. masyarakat berpendapat agar nasionalisasi
dibatasi pada perusahaan-perusahaan Belanda yang dianggap vital bagi
kepentingan negara dan rakyat banyak. Sedangkan untuk masalah ganti rugi,
sebagian besar masyarakat berpendapat dan pemerintah sepakat bahwa selayaknya
ganti rugi akan dilakukan setelah tercapainya kesepakatan penyelesaian Irian

Barat. Karena beragamnya bidang usaha perusahaan-perusahaan Belanda yang

? Budiman Ginting, Op.Cit, hal 102
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diambil alih, maka pemerintah kemudian membentuk badan koordinasi dengan

tugas membina perusahaan-perusahaan yang sudah diambil alih.?®

E. Kerangka Operasional

& ﬂ ahaman akan
v .
“mer ﬁﬁ sandaran bagi

1. S cars dangan mengenai dampak

diberikan kepada pemilik modal untuk menanamkan investasinya di Indonesia
khususnya di Provinsi Riau.
3. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam

% Ibid, hal. 103

28 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.
95

27 Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2010, hal. 24
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modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.?®

4. Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian

survey, yaitu
nggunakan alat

at dari sifatnya,

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud
untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau

menyusun teori-teori baru.*®

%8 pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10
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2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kota

Pekanbaru dalam hal ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu

Keterangan

Sensus

No.

1.

9 Komunikasi pa

" | Perindustrian da
Koperasi, Usaha
Menengah Provinsi Riau

3. | Perusahaan PMA

Sensus

Random

Sumber Data : Data Olahan Lapangan 2021

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118
% Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta, 2000, hal. 22
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a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui

wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang

dibahas.

akan teknik
engumpulan data

ecara langsung

Q& eliti, Data yang diperoleh dari
wawancara disajika ‘ alimat. Kemudian diolah dan
disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan
pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang

dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.
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. Metode Penarikan Kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode

induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum terhadap

hal-hal yan

¢

"ty

o
o
5
e
”
(

¢

%

30



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB 11
TINJAUAN UMUM

‘& : sahaan di Indonesia,

g menanggung resiko dari

dalam arti bahwa p Q Q ““ angs
penanaman modal tersebut.’

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan
jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman
Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
31
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asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan

dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25

tahun 2007 tentang Penanaman Modal).Penanaman Modal Asing (PMA) lebih

(@,
-,

‘t?‘""‘ }
‘

:

-

rumusan Pas ana
dilaksanakan seca Q & dan bukan penanaman modal
secara tidak langsung ‘ m | mana pemilik modal hanya
memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau
mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan
tersebut. Perbedaan ini penting agar bisa membedakan secara tegas yang mana

masuk kategori penanaman modal khususnya penanaman modal asing dan

yang mana bukan sebagai penanaman modal asing meskipun di dalamnya
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terdapat unsur asing.** Untuk memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan
terminologi penanaman modal asing dalam UU Penanaman Modal, maka perlu

kiranya diuraikan maksud dari “modal” (capital) dan “penanam modal”

n_konteks penanaman

%"“ .&@ \gat penting

dari bahasa
Inggris, : estme ; an asing dalam

definisi i

substansi, prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam
peraturan pemerintah Indonesia. Semua investor harus tunduk dan patuh

terhadap berbagai perundang-undangan yang berlaku.

32 Aminuddin llmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017,
hal. 42-43.

® David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Penerbit Kencana,
Jakarta, 2013, hal. 21
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3. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia
Pada hakekatnya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan

untuk menjalankan perusahaan asing atau gabungan antara badan hukum

t. dijalankan

a yang telah

warga negara
g melakukan
abila ditinjau dari
asal 1 angka (8) UU
“modal asing”

Indonesia yang

perusahaan penanaman moda

ang merupakan penanaman modal
asing dan kaenanya perusahaan penanaman modal asing tersebut menerbitkan
saham kepada pemodal asing yang bersangkutan. Uang yang diinvestasikan
oleh pemodal asing pada perusahaan penanaman modal asing tersebut secara

hukum dan akuntansi merupakan aset atau aktiva dari perusahaan penanaman

% salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta,
2008, hal. 147-148.
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modal asing dalam bentuk cash dan tidak dapat dikatakan lagi sebagai aset atau
aktiva dari pemodal asing tersebut. Atas penyertaan modal atau investasi di

perusahaan penanaman modal asing tersebut, pemodal asing yang

bersangkutan b

penanam

perundan

1.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

4. Peraturan PemerintahNomor 83 Tahun 2001 Tentang Pemilikan Saham

Dalam Perusahan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal

Asing.
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak

Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu

Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

sia berkembang

sangat didna jak efo 1999, terlebih

Apabila mengaji ketentuan dalam Undang-undang Penanaman Modal
dan Peraturan Pemerintah dalam perusahaan didirikan dalam rangka
penanaman modal asing, maka dapat menemukan dua bentuk penanaman

modal asing, yaitu :

% bid, hal. 16.
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a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga

Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Patungan adalah

bersama-sama mengumpulkan uang untuk suatu maksud tertentu

asing,

pemeri neneta ng #ﬁ terbuka bagi

modal a ‘ e syarat yang harus

dipenuhi pe ydalas » sebut. Perincian

menurut ; : tapkan tiapka waktt erintah menyusun
- el

c. Pelayanan;
d. Penerbangan;
e. Air minum;

f. Mass media;

g. Pembangkitan tenaga atom;

% |.G. Rai Widjaya, Penanaman Modal, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 26.
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h. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.

2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara

antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang

ALV AN Ak
- & 3

<
3 -

hah be nya dinamakan produksi

daya guna s Q @ ‘ “‘

jasa. Sedangkan keg daya guna suatu benda dengan
mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang.Suatu
perusahaan melakukan produksi barang dan jasa agar dapat terus
mengoperasikan dan menjalankan usahanya, serta dapat mencukupi
kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Barang dan

jasa tersebut dapat dibeli dalam jumlah, kualitas, model, ukuran yang

beraneka macam. Hal ini didukung oleh adanya suatu kegiatan
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e.

perusahaan untuk menambah atau menciptakan kegunaan barang atau

jasa tersebut.

pelayanan publik

0ses-proses di
) harus dilalui

para investor

erdagangan dari
ketentuan yang

Dalam upaya

pemrosesan yang disediakan oleh pusat komputer asing melalui suatu
jaringan komunikasi jarak jauh adalah perdagangan karena dibuat di
luar negeri. Sedangkan jasa pemrosesan data yang disediakan secara
lokal oleh suatu fasilitas pemrosesan computer yang dimiliki oleh pihak
asing adalah kegiatan penanaman modal.

Ekspor-impor
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Perusahaan di bidang produksi yang didirikan dalam rangka Penanaman
Modal Asing dapat melaksanakan ekspor hasil produksinya sendiri dan
barang hasil produksi perusahaan lain di dalam negeri. Perusahaan
dapat pula melakukan kegiatan _sebagai importir.umum. Perdagangan
ekspor dan impor dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang khusus

didirikan untuk keperluan itu-dalamsrangka Penanaman Modal Asing.

3. Manfaat Kegiatan Penanaman Modal Asing

Keberadaan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct
investment) tidak dapat dipungkiri telah memberi banyak manfaat bagi negara
penerima modal (host country), begitu pula bagi investor maupun bagi negara
asal (home country). Bagi Negara penerima modal. (host country) keberadaaan
investasi yang ditanamkan oleh investor, khususnya penanaman modal asing
secara langsung (foreign’ direct-investment);-ternyata telah memberikan dampak
positif atau manfaat di dalam pembangunan. Terlepas dari pendapat pro dan
kontra terhadap kehadiran investasi asing, hamun Secara teoritis kiranya dapat
dikemukakan, bahwa kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai
manfaat yang cukup luas (multiplier effect).

Manfaat yang dimaksud, yakni kehadiran investor asing dapat
menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan demand
bagi produk dalam negeri sebagai bahanbaku, menambah devisa apalagi
investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara
dari sektor pajak, adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih

pengetahuan (transfer of know how). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat
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bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu
negara, khususnya pembangunan ekonomi di daerah dimana FDI menjalankan
aktifitasnya.*’

Bagi investor/penanam_modal atausyang dalam.hal ini Perusahaan
Multinasional, manfaat dari kegiatan penanaman modal asing secara langsung
(foreign direct investment) .yang mereka lakukan pada dasarnya sama dengan
alasan mereka untuk melakukan investasi secara langsung tersebut. Saat ini
kita telah -memasuki era globalisasi yang memungkinkan adanya campur
tangan pihak asing pada sistem ekonomi kita. Namun hal tersebut bukanlah
suatu yang merugikan karena saat ini segala sesuatu tentang kegiatan
penanaman.-modal baik dari dalam negeri maupun penanaman modal asing
telah diatur dan dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
sebagai badan penanaman,modal di Indonesia telah dibentuk sejak tahun 1973
menggantikan ~fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh panitia teknis
penanaman modal yang dibentuk pada tahun 1968. Setelah ditetapkannya
Undang-Undang mengenai Penanaman modal di tahun 2007, BKPM telah
menjadi sebuah lembaga pemerintan“yang menjadi koordinator kebijakan
penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah
dengan Bank Indonesia, dan pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun
pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.

Berikut ini beberapa manfaat penanaman modal asing :

1. Membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia

%" Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 41-42.
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Aktivitas penanaman modal asing dengan menjalankan usaha di suatu

negara. Untuk berdirinya suatu bidang usaha sudah pasti

membutuhkan beberapa faktor produksi, seperti salah satunya tenaga

untuk mengembangkan dunia otomotif di Indonesia.

3. Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Dalam setiap aktivitas perdagangan antar negara pasti dikenal adanya
pajak, yang akan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Semakin

banyak perusahaan asing yang menjalankan operasionalnya di
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Indonesia, maka akan semakin banyak pula nilai pajak yang masuk

pada kas Negara.*®

Itulah 3 manfaat penting dari aktivitas penanaman modal asing

“Bagi Negara tempat dilakukannya kegiatan penanaman modal (host country)
kehadiran penanaman modal asing tidak saja penting dari segi perolehan devisa
atau untuk melengkapi keterbatasan biaya pembangunan, tetapi efek lain yang

ditimbulkan oleh kegiatan penanaman modal pada pembangunan ekonomi host

8 http://www.gayabaru.net/manfaat-penting-penanaman-modal/, diakses 3 Febuari 2022, Pukul
21:13 WIB.
% salim H.S., Budi Sutrisno, Op.Cit, hal. 87.
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country, antara lain penyediaan lapangan kerja, penghematan devisa melalui

pengembangan industri non-migas, pembangunan daerah-daerah tertinggal alih

5940

teknologi dan peningkatan sumber daya manusia.

lepas dari orientasi bi yang
diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Jadi, dapat dimengerti
mengapa investor asing sebelum menanamkan modalnya, investor melakukan
penelitian pendahuluan lewat studi kelayakan (feasibility study), baik dari

aspek hukum, finansial maupun politik apakah kondusif untuk berbisnis di

0 Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, Ul Press, Jakarta, 2005, hal. 20-21
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negara yang akan dituju. Hal ini penting untuk memprediksi resiko yang akan
dihadapi.**

Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik

menyel v anaman moda , ewenangannya,
kecuali velenggaraan pe ' 00l enjadi urusan

Pemerintah.Penyele . s nanaman modal

Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu
kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Dalam urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan

Pemerintah adalah :

* Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2010, hal 43.
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a. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak

terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang

tinggi;

menggunakan
ra lain, yang

dan pemerintah

melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi
pemerintah  kabupaten/kota.Ketentuan ~ mengenai  pembagian  urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.*?

*2 pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9), Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penanaman Modal
Asing

Indonesia sebagai negara yang berkembang yang sedang membangun
membutuhkan..dana besaruntuk membiayai pembangunan. Selain berusaha
untuk -mendapat dana dari dalam negeri, danainvestasi dari luar negeri di luar
pinjaman pemerintah sangat-diupayakan.: Penanaman Modal Asing (PMA)
akan mempunyai. dampak positif terhadap perekonomian di negara-negara
penerima, yaitumelalui transfer modal secara langsung, teknologi, kemampuan
manajerial atau yang berkaitan erat dengan masalah efisiensi produksi serta
memiliki dampak yang tidak langsung. Dengan adanya peningkatan dalam
investasi asing langsung (PMA) tersebut bagi sebuah negara dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal tersebut sesuai dengan teori
pertumbuhanendogenous(New Theory of Econemic Growth), bahwa FDI dapat
meningkatkan pertumbuhanekonomi baik melalui pembentukan kapital dan
transfer teknologi juga dalam peningkatan tingkatpengetahuan keterampilan
tenaga kerja dan" kemahirannya.Keterbukaan dalam hal modal asing dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi karena denganinvestasi asing yang masuk
dapat menambah  faktor-faktor  produksi  domestik baik tentang
kuantitasmaupun kualitas yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi.

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa investasi asing tersebut
bisa terjadi. Fakto rpertumbuhan ekonomi misalnya, dimana syarat terjadinya
investasi asing langsung itu adalahkejelasan pasar, artinya semakin besar pasar

(market size) dan tingkat pertumbuhan pasar (marketgrowth) yang ada di
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negara penerima modal maka kemungkinan mendapatkan keuntungan jugaakan

semakin besar sehingga FDI tersebut akan semakin tinggi dan semakin

diminati.

investasi ah adanyakestal ekonomi dan po pnegara yang dituju.

Semakin sta ndisi a da <a semakin rendah resiko

a. Perbaikan instasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b. Penciptaan birokrasi yang efisien.

c. Kepastian hukum di bidang penanaman modal.

d. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi.

e. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan.
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Ada banyak faktor yang cenderung dapat mempengaruhi pertimbangan
para investor untuk berinvestasi modalnya di Indonesia diantaranya :

a. Faktor Sumber Daya Alam (SDA), seperti tersedianya hasil hutan, bahan
tambang, .gas dan minyak bumi maupun iklim dan.letak geografis serta
kebudayaan, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini berkaitan
dengan tenaga kerja yang-siapa pakai/bekerja di perusahaan.

b. Faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, akan berguna bagi investor
dalam-menjamin kepastian berusaha, selanjutnya yakni faktor Kebijakan
Pemerintah, kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi
yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim
investasi dan usaha yang kondusif.

c. Faktor _infrastruktur. Untuk itu Pemerintah  berupaya fokus
mengembangkan sektor pelabuhan, bandara, jalan, kereta api, pembangkit
listrik, fasilitas perkotaan, energi terbarukan, dan infrastruktur gas untuk
menunjang pertumbuhan investasi asing di Indonesia.**

Selain itu, Indonesia juga berusaha menarik minat investor asing untuk
datang dengan menggencarkan dan memberikan kemudahan perizinan hingga
memberikan pemotongan pajak bagi para investor.Dengan demikian, kehadiran
Investasi langsung asing (FDI) di Indonesia sangatlah diperlukan yaitu untuk
mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Modal asing tentu saja sangat
membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal ataupun dalam hal

menciptakan  kesempatan  kerja, serta memperoleh  keterampilan

* https://elviamdiyati.wordpress.com/2011/10/27/faktor-faktor-yang-mempengaruhipenanaman-
modal-asing-dalam-rangka-investasi/, diakses 3 Febuari 2022, Pukul 21:31. WIB.
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teknik.Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan
ekonomi dengan FDI adalah sangat kuat, dimana semakin tingginya tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin tinggi pula tingkat kegiatan

undang. : aks pelayanan terpadu

satu pintu.*’

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang

memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya

* https://economy.okezone.com/read/2014/06/08/20/995716/faktor-faktor-yangmempengaruhi-
masuknya-modal-asing, diakses 3 Febuari 2022, Pukul 21:31. WIB.
** pasal 1 angka 5 Peraturan PresidenNomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal.
* Undang-Undang Penanaman Modal, Op. cit, Pasal 25 ayat (4).
*" Ibid, Pasal 25 ayat (5).
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dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang

dilakukan dalam satu tempat.*®

Jenis perizinan penanaman modal, antara lain:*®

penanaman modal.® 1zin prinsip penanaman modal, yang selanjutnya disebut
izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang

usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan

*® pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal.

* pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

%0 pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 6

Tahun 2016Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
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penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiscal.”> Permohonan izin prinsip
penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan

untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman

%

E \A
3
\J
_|
QD
=
[
>
N
o
o
O

] pada Pasal 34

odal Nomor 12

%! pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 6

Tahun 2016Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

%2 pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 6

Tahun 2016Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

53 Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

> Pasal 34 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
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Skala Prioritas (DSP), Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan hasil
perubahan Daftar Skala Prioritas (DSP) yang dilakukan dalam rangka

penyederhanaan.

peraturan ters ‘ 1 n 2000, Keppres

Nomor 96 C : 2ppres Nomor 118

Tertutup dan Bidang Usaha puka dengan Persyaratan di Bidang
Penanamaan Modal (Perpres No. 77 Tahun 2007) dan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan (Perpres No.

111 Tahun 2007). Dan pada saat ini Daftar Negatif Investasi (DNI) diatur

> pasal 1 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016Tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
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dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha

Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di

Bidang Penanaman Modal.

Investasi (DNI),

kriteria dan

SRA X
N S
= &

d. memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar
bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan

persyratan;
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e. memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar

bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan

persyaratan.®

ouka dengan

Bidang Usaha Yz i ": saha g-Terbuka Dengan

Persyarat:

Ketenagakerjaan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyatakan :
a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib

memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

% pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal
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b. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga
kerja asing.

c. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak

sebagaimana

enteri.

dipekerjakan Ik ) €0 dari TKA dan

sebagimana diatur dalam Pasal 45 butir a dan b Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pemberi kerja yang
memperkerjakan TKA tersebut wajib memulangkan TKA ke negara asalnya
setelah hubungan kerjanya berakhir sebagaimana diatur dalam 48 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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4. Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal bagi Kegiatan PMA
Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal

di bidang non perizinan, yaitu Fasilitas Fiskal dan Fasilitas Non Fiskal. Adapun

atau kawasan tertentu.
3. Fasilitas Non-Fiskal Perusahaan Penanaman Modal
Adapun yang dimaksud dengan fasilitas non fiskal adalah kebijakan

pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pihak-pihak

>" Sri Retno Wahyuningsih, Firdaus Abdullah, Op.cit., hal. 13.
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tertentu diluar fiskal, juga merupakan izin-izin pelaksanaan penanaman modal
guna merealisasikan proyek penanaman modal.

Pelayanan fasilitas non fiskal di bidang penanaman modal terdiri atas:

c. lIzin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Merupakan pemberian izin bagi perusahaan penanaman modal untuk
mempekerjakan tenaga kerja sing dalam jumlah jabatan dan periode
tertentu.

d. Fasilitas Hak Keimigrasian :*®

%8 Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 23 ayat (3).
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1) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modalasing selama 2
(dua) tahun;

2) pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal

a berlaku 2 (dua)
24 (dua puluh

berikan; dan

f. Fasilitas Hak Atas Tanah:*°
1) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan
puluh lima) tahun dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang di

muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui

selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

% Ibid., Pasal 22 ayat (1).
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Penanaman Modal adalah Putusan

2) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan
puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di

muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui

. ﬁﬁ“mi@m dipe nuka sekaligus
2
n dap: ﬂ, barui selama

AN

tuan peraturan
arang;

2gatif  terhadap

Lanuat

idup, dan moral

ari luar negeri ke

Q@ . ukekebutuhan produksi sendiri.
Mengenai putusan M ng terkait dengan Pasal 22 UU

ahkamah Konstitusi Perkara Nomor

21/PUUV/2007 dan Perkara Nomor 22/PUU-V/2007 (“Putusan MK”).Dalam
Putusan MK ini, Pasal 22 ayat (1), (2), dan (4), sepanjang menyangkut kata-kata
“sekaligus di muka” dan “di muka sekaligus” tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat, sehingga Pasal 22 UU Penanaman Modal dimaksud menjadi berbunyi:

% |bid., Pasal 24
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a)

d)

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan

dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.

keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat
diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman
modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan

atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan
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pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ini berarti Pasal 22 UU Penanaman Modal beserta dengan Putusan MK
mengatur mengenal hak atas. tanah terkait fasilitas yang diberikan kepada
perusahaan penanaman modal. Yang dimaksud dengan penanaman modal
adalah segala bentuk kegiatan menanam smodal, baik oleh penanam modal
dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah
Negara Republik Indonesia.* Karena pengaturan Pasal 22-UU Penanaman
Modal mengenai fasilitas hak atas tanah untuk penanaman modal sudah diubah
oleh Putusan MK, maka jangka waktunya sama.

5. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab

Hak dan kewajiban sebagai Perusahaan PMA, telah diatur dalam Pasal
8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 Tentang Penanaman Modal. Hak Penanam Modal Asing. Penanam
modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinyakepada pihak yang diinginkan
oleh penanam modalsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Aset yang tidak termasuk aset merupakan aset yang ditetapkan oleh
undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara. Penanam modal diberi
hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain
terhadap modal, keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain, dana
yang diperlukan untuk, pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah

jadi, atau barang jadi atau penggantian barang modal dalam rangka melindungi

%1 pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal
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kelangsungan hidup penanaman modal, tambahan dana yang diperlukan bagi
pembiayaan penanaman modal, dana untuk pembayaran kembali pinjaman,

royalti atau biaya yang harus dibayar, pendapatan dari perseorangan warga

Kewajiban pena noda ! investor asing telah
ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal Kewajiban itu, meliputi:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

62 pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal
% Ibid, Pasal 10 ayat (1) dan (2).
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b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung
jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk

tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan

Hak pelayanan; dan

d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.®*

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

% pasal 4, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalNomor 17 Tahun 2015
Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal
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a. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia

melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang
mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.®®

% |bid, Pasal 5.
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Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ekonomis.
b. Menanggung dan menyelesaikan segala mininggalkan atau menelantarkan
kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

% |bid, Pasal 6.
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Penanaman modal meninggalkan atau menghentikan atau menelantarkan
kegiatan usahanya. Penanaman modal harus menyelesaikan kewajiban

seperti membayar segaala utang yang timbul selama kegiatan usahanya

0.@‘

dikuasainya produksi a

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang tidak merugikan

kepentingan umum.

. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanaman modal harus
memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha

tersebut. perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara
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supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan, karena asap

dari perusahaan sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia

dan mahluk hidup lain yang hidup disekitarnya.

undangan tersebut.®’

6. Penyelesaian Sengketa
Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti
adanya perbedaan pendapat, penafsiran maupun pertentangan antara orang-

orang atau pihak terhadap satu objek perselisihan yang mempunyai hubungan

%7 Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, Indhill Co, Jakarta, 2003, hal. 33
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atau kepentingan yanga sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan
akibat hukum antara satu dengan yang lain.®®

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya

pihak at S : : : . al berkembang

menjadi : ik ;' erdiri ata an/litigasi dan

arbitrase/perwasitan serta proses pel : ' konflik secara

Modal, khusu G : yelesaian sengketa.

pemerintah dan penanam modal.’

% Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, Penerbit
Kencana, Jakarta, 2014, hal. 266.

% Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Penerbit Visimedia,
Jakarta, 2011, hal. 5.

™ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, PT Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 154.

™ Ana Rokhmatussa’dya dan Suratman, Hukum Investasi & Pasar Modal, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta, 2015, hal. 79.
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Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasi selalu
mengharapkan bahwa investasi yang ditanamkan dapat dijalankan dengan
sebaik-baiknya tanpa menimbulkan sengketa/konflik. Akan tetapi tidak dapat
dipungkiri pula bahwa di..dalam menjalankan" usahanya tidak tertutup
kemungkinan terjadinya suatu sengketa/konflik antara investor dengan
pemerintah serta masyarakat-sekitarnya. /Apabila kita perhatikan pengertian
penanaman modal yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dapat sangat jelas dilihat
bahwa investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dapat dibagi menjadi
dua macam, yaitu investor domestik dan investor asing. Maka yang menjadi
pertanyaan -Kini adalah hukum dan cara apakah yang.digunakan untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi antara investor dengan pihak pemerintah,
terlebih mengingat bahwa, investor yang menanamkan modalnya di Indonesia
dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investor domestik dan investor asing.
Dimana pembagian jenis investor tersebut tentunya membawa perbedaan
dalam hukum dan cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang
terjadi antara investor dengan pihak pemerintah.

Adanya keinginan untuk menyelesaikan setiaps engketa penanaman
modal khususnya penanaman modala asing lewat perwasitan atau arbitrase
merupakan konsekuensi logis dari setiap pelaksanaan perjanjian kontrak yang
dilakukan oleh pihak penanam modal asing dengan pihak pemerintah Indonesia
lewat perjanjian jaminan investasi (invetment guaranty) yang ditandatangani

olen pemerintah Indonesia dengan beberapa negara penanam modal asing.
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Dalam hal pelaksanaan penanaman modal asing itu memakai bentuk kerja
sama (joint venture) dengan partner lokal, maka hal itu berasal dari klausula

perjanjian yang dibuat antara penanam modal asing dengan modal nasional di

modal antara

odal dalam negeri,

para pihak dap a  terse melalui arbitrase

arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di
pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara

Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan

72 Amiruddin llmar, Op.Cit, hal 150.
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sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh

para pihak.”

Secara umum penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing

Adanya pengaturan pemerintah untuk menangani penyelesaian sengketa
penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia telah
dilakukan lewat diratifikasinya konvensi bank dunia dengan UU No.5

Tahun 1958 kemudian 1981 serta Mahkamah Agung Rl No.1 Tahun

7 pasal 32 ayat (1), (2), (3) dan (4), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

™ Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hal. 348

™ Ana Rokhmatussa’dya dan Suratman, Op.Cit, hal. 79
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1990.dengan telah diratifikasinya konvensi tersebut, secara yuridis
Indonesia merasa terikat, dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam

konvensi tersebut, sehingga setiap penyelesaian perselisihan atau

n dilakukan menurut

arbitrase tampaknya merupakan pilihan yang semakin populer. Hal ini
dapat dimengerti, mengingat cara penyelesaian melalui arbitrase
dipandang relatif lebih praktis, cepat dan murah, serta tertutup. Cara

penyelesaian melalui lembaga arbitrase ini dapat dilakukan baik melalui

’® Aminuddin llmar, Op.Cit, hal. 157

" Rudyanti Dorotea Tobing, Aspek-aspek Hukum Bisnis : Pengertian Asas, Teori dan
Praktik, Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hal. 301

78 Abdul R. Saliman, Op.Cit, hal. 271.

7 Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit, hal 59
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arbitrase asing, seperti melalui ICSID (International Center for Settlement

of Investmenet Disputes).®

Dalam ketentuan konvensi ICSID ditetapkan bahwa syarat yang terpenting

diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih
penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsiliasi atau meminta penilaian para ahli.®*

8 Ana Rokhmatussa’dya dan Suratman, Op.Cit, hal 80
8 Aminuddin llmar, Op.Cit, hal. 159.

8 galim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hal. 348

& Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit, hal 11.
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Cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang semakin popular akhir-akhir

ini adalah ADR (Alternative Dispute Resolution) yakni cara penyelesaian

sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dalam

merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui
pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja untuk
membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut

memuaskan bagi kedua belah pihak.?’

8 Ana Rokhmatussa’dya dan Suratman, Op.Cit, hal. 80.
® Rudyanti Dorotea Tobing, Op.Cit, hal. 303.

8 Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit, hal. 16.

8 Ana Rokhmatussa’dya dan Suratman, Op.Cit, hal 82

75



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
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Mediasi merupakan suatu prosedur “penengah” dimana seseorang
bertindak sebagai kendaraan untuk komunikasi antar para pihak,

sehingga pandnagan mereka yang berbeda atas sengketa itu dapat

eta di antara para

idak memihak.

dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut.”

8 Rudyanti Dorotea Tobing, Op.Cit, hal 304

8 Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit, hal 28

% Ana Rokhmatussa’dya dan Suratman, Op.Cit, hal 82
%! Rudyanti Dorotea Tobing, Op.Cit, hal 304.

% Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit, hal 47
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C. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan PMA

1. Pengawasan Kegiatan PMA

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat

dengan pencap “‘ ganisasi, sehing e asan dalam organisasi
o oo o b S s
‘ seyogyanya

actuating), dan

dengan pengawasan preventif yang ditinjau dari segi waktunya. Pengawasan
preventif ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan dari terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pelaksanaan
pengawasan preventif ini berbentuk prosedur yang sudah ditetapkan sebelum

pekerjaan itu dimulai. Pengawasan preventif ini dilaksanakan oleh Dinas

% G.R Terry, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Bumi
Aksara, Jakarta, 2001, hal 8.
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali agar dapat

memberikan kontribusi dan kepastian terhadap penanaman modal asing

maupun penanaman modal dalam negeri.

Provinsi (BPMPTSP) Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan
Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai  dengan
kewenangannya.” BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP

% pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal.
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Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, dan
instansi teknis berwenang. BPMPTSP Provinsi dalam melakukan kegiatan

melakukan  koordinasi dengan BPMPTSP  Kabupaten/Kota, Badan

-~ |
o
n g

Al LY

pelaksanaan penanaman modal. Sasaran lain yang ingin dicapai adalah
pengumpulan data realisasi penanaman modal yang lebih akurat. Oleh karena
itu, kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini lebih
menekankan diri untuk:

a. Memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal serta

informasi masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan;
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b. Membimbing dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang
dihadapi perusahaan;

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal sesuai

\ o\ E

k
o
=
—
vs}
A
i)
<
=

R E

S
E

-]
U
QD
o
QD
oD
v
D
=}

(@)
[
w
QD
o
QD
QD
>

antara lain :

a. Adanya permintaan dari Kementerian/Lembaga berwenang;

b. Adanya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dalam rangka
bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah di

bidang Penanaman Modal

% http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id/pengendalian-pelaksanaan-penanaman-modal/,3  Febuari

2022, Pukul 23:06. WIB.
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c. Terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan
masyarakat;

d. Adanya pengaduan masyarakat; atau

e. Adanya pe

¢

"ty

o
o
5
e
”
(

¢

%

% |bid, Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3).
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi
Riau

Kepastian perlindungan hukum adalah jaminan Pemerintah bagi penanam
modal untuk memperoleh perlindungan dalam: melaksanakan kegiatan penanaman
modal. Adanya hak yang dipunyai penanam modal dalam kaitannya dengan
penanaman modal yang dilakukannya, secara implisit diatur dan ditetapkan dalam
UUPM dan secara eksplisit diatur dan ditetapkan dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan lain yang terkait, seperti halnya dalam peraturan perundang-
undangan bidang kekuasaan kehakiman, bidang perpajakan danlain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal ketentuan
umum. UUPM dapat diketahui.bahwa kegiatan, penanaman modal dalam negeri
yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri kepada perusahaan yang
berbentuk persekutuan perdata tunduk dibawah aturan-aturan yang terdapat dalam
UUPM, kemudian kegiatan penanaman modal yang dilakuakn oleh penanam
modal dalam negeri tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan penanaman
modal langsung (direct invesment). Menurut ketentuan Pasal 14 huruf a UUPM
menyatakan bahwa memberikan jaminan kepastian hak, kepastian hukum, dan
kepastian perlindungan bagi penanam modal dalam melakukan kegiatan
penanaman modal. Pasal 14 huruf a dalam UUPM tersebut menjelaskan bahwa

perlindungan hukum bagi penanam modal sebagai jaminan dari pemerintah bagi
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penanam modal untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan
kegiatan penanaman modal.’’

Perlindungan hukum vyang dimaksudkan oleh UUPM ini terdapat
kekurangan yaitu.belum mengatur mengenai.bentuk konkrit.perlindungan hukum
yang dapat diberikan oleh penanam modal yang melakukan kegiatan penanam
modal dalam bentuk penanamanimodal ‘pererangan. Hal ini ditambah dengan
kesadaran' hukum yang masih minim dari para pelaku usaha dalam kegiatan
penanaman modal ini, bahkan tidak jarang para pengusaha-pengusaha ini tidak
mengetahui adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM ini.

Sumber dari kekhawatiran terletak pada kurangnya perlindungan hukum
bagi investor asing. Kurangnya perlindungan hukum sudah tidak lagi pada tahap
nasionalisasi oleh pemerintah, melainkan pada beberapa hal yakni :

a. Banyak kontrak jangka panjang sebagaii perlindungan investasi antara
pihak asing dengan pihak Indonesia dibatalkan oleh pengadilan;

b. Aparatur penegak hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi
para buruh yang mengarah pada anarkisme;

c. Investor asing menjadi bulan-bulanan oleh para pejabat baik di pusat
maupun di daerah untuk hal-hal yang terkait dengan uang sehingga tidak
ada ketenangan berinvestasi;

d. Perlindungan hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik
horizontal antar departemen di pusat dan konflik vertikal antara pusat dan

daerah terkait dengan kebijakan investasi;

% Erman Rajagukguk, Hukum Investasi, Ull Press, Jakarta, 1995, hal. 53.
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e. Berbagai peraturan perundang - undangan di bidang hak kekayaan

intelektual tidak berfungsi sebagaimana diharapkan oleh para investor

asing. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan tak kunjung terwujud

pembangun
karena mot

mencari ke

penanaman modal dalam
menyukseskan  pembangunan nasional sebagaimana yang dikehendaki
olehpemerintah, dengan motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya
sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemilik modal. Keseimbangan tersebut
perlu dijaga setiap saat karena pemerintah tentunya menghendaki agar penanaman

modal yang telah dilakukan oleh pemilik modal dapat berlangsung dalam jangka

waktu yang relative lama, atau jika dimungkinkan agar penanaman modal
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dimaksud berlangsung secara langgeng. Di pihak lain, pemilik modal tentunya
harus memperoleh daya tarik berupa kelebihan - kelebihan yang terdapat disebuah
negara yang tidak dimiliki oleh negara - negara lainnya.

Dalam rangka mendorong. kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional,
diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin kelangsungan
kegiatan penanaman modal melalui: reformasi dibidang pelayanan penanaman
modal. Dimana sebelum penanaman modal asing -melaksanakan aplikasi
penanaman modalnya di Indonesia terlebih dahulu harus membentuk badan
hukum yang pada prinsipnya menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal
asing yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai
kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk menurut badan hukum Indonesia
dan berkedudukan di wilayah Indonesia dan pemerintah akan menetapkan apakah
sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya.atau bagian terbesar di Indonesia
sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Adanya pengaturan seperti tersebut di atas, diharapkan agar setiap
penanaman modal asing yang akan melaksanakan usahanya harus tunduk dengan
ketentuan yang dimaksud, ‘yakni._perusahaannya harus berbentuk badan hukum
Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah hukum Indonesia. “Hal itu dapat
dipahami bahwa pemerintah ingin menegaskan bilamana bentuk pendirian
perusahaan penanaman modal bukan memakai badan bentuk hukum Indonesia
akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap

perusahaan-perusahaan asing tersebut bilaman terjadi suatu sengketa”®

% Aminuddin llmar, Op.cit, hal. 127
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Di samping harus mengikuti persyaratan pendirian perseroan terbatas
sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007, seorang investor yang akan

menanamkan sahamnya di Indonesia, harus menempuh dan memenuhi

ekl

ﬂf

. Kepala perwakilan RI setempat
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)/
Gubernur
2. Pemberian persetujuan
a. Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam

rangka penanaman modal Asing (PMA) sebagaimana diatur dalam
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Undang-undang No.11 Tahun 1970, dilimpahkan oleh Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada

Menteri Luar Negeri dan Gubernur kepala Daerah Propinsi

opinsi diberikan pula

’\““ .9@ pelaksanaan
“ stansi  yang

dan daerah

ut lebih lanjut,
erwakilan R,
an penanaman

enugaskan Ketua

penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM, BKPMD, atau
Perwakilan RI.

b. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha
yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan,

calon penanaman modal mengajukan permohonan kepada Menteri

Negara Investasi/ Kepala BKPM atau Gubernur dalam hal ini ini
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Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI dengan

mempergunakan Tata Cara Permohonan yang ditetapkan oleh

Menteri Investasi/Kepala BKPM.

eri Negara
ini Ketua
erbitkan  Surat

alon penanam

5. Pasca Surat Persetujuan P
Apabila penanam modal telah memperoleh Surat Persetujuan
Penanam Modal Asing dan setelah dipenuhi persyaratan yang
ditetapkan, maka Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau
Gubernur, dalam hal ini Ketua BKPMD, mengeluarkan :

1. Angka pengenal Importir Terbatas (APIT)
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2. Keputusan Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk dan

Pungutan Impor lainnya.

3. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

membidangi

eluarkan izin

eluarkan hak atas

gan ketentuan

abupaten/Kota atau

2

Kewajiban untuk memiliki izin UUG tidak berlaku bagi
perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki
AMDAL, dan atau vyang Dberlokasi didalam Kawasan

Industri/kawasan berikat.

6. Daftar Induk Barang Modal
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a. Setelah memperoleh Surat persetujuan Penanaman modal dari
Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur, dalam hal ini

ketua BKPMD, atau kepala Perwakilan RI, penanam modal dalam

sebagaimana
a BKPM atau
kan keputusan

lainnya.

mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri
Investasi/ Kepala BKPM
8. Perizinan
a. Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan

Penanaman Modal Asing dari Kepala Perwakilan RI wajib

90



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Menteri
Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur sebagai Kepala BKPMD

b. Pemberian perizinan seperti izin lokasi, hak guna bangunan, hak

kali menjadi keluhan dan alasa a penanam modal untuk menanamkan

<100

modalnya di Indonesia
Ketentuan dalam pedoman tersebut pada intinya menekankan kepada
semua aparatur negara yang berkaitan dengan perizinan agar dapat mengambil

langkah penyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya yang pada

% Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
No0.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999
1% Ibid, hal 130
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sasarannya mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-

benar diperlukan, menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut

sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan

pengajuan pelaksanaan penanaman modal asing yaitu PT. Indah Kiat Pulp &

Paper sendiri dalam menanamkan investasi di Provinsi Riau yang bergerak

bidang usaha industri kertas tersebut. 2

1% Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober
2021

102 Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian Human Resourge Manager pada PT. Indah
Kiat Pulp & Paper pada tanggal 21 Juni 2021
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Adapun Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan
permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA adalah:

1. Warga negara asing dan atau badan hukum asing dan atau perusahaan

an penanaman

. Permohonan

menggunakan

maka

persetujuan PMA (SP-PMA), yang disampaikan kepada Menteri dalam Negeri,
atau Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan,
atau Menteri Keuangan, atau Menteri Agraria/ Kepala BPN, atau Menteri

Lingkungan Hidup/ Kepala Bapedal, atau Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan

Menengah (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil) atau Duta Besar/ Kepala

13| G. Rai Widjaya, Op.cit, hal. 43
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Perwakilan Negara asal peserta asing, atau Gubernur Bank Indonesia, atau
Gubernur KDH propinsi yang bersangkutan, atau Direktur Jenderal Teknis, atau

Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai, atau Direktur

Jenderal Hukum

Rl setempat,

tembusan ‘surat persetujuanny : ente Negeri dan

sepuluh h
Apabila  dalam jangka  waktu tiga tahun terhitung ggal SP-PMA

dikeluarkan tidak ada realis: 5 ata, baik dalam

dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau diperoleh keterangan
yang mana pengajuan permohonan penanaman modal baru diajukan oleh Warga

negara asing atau Badan hukum asing/ Perusahaan asing yang ditujukan kepada
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Menives sebagai kepala BKPM setelah mendapat persetujuan maka Gubernur/
Kepala Daerah atau BKPMD akan mengeluarkan surat persetujuan PMA%,

Keberadaan Investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama modal

yang sanga

domestik.

kuat bagi perusahaan PMDN, yang akan menyebabkan timbulnya persaingan
untuk merebut pangsa pasar antara PMA dengan PMDN. Untuk itu diperlukan

intervensi/campur tangan dari Pemerintah melalui aparaturnya sebagai lembaga

104 Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober
2021
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yang berwenang dalam menangani konflik yang timbul diantara PMA dan PMDN

apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. *®°

Maka dengan diterimanya Surat permohonan Persetujuan Penanaman

Modal oleh

penanaman modal dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM atau dari
Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan Rl setempat

atau;

105 Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian Human Resourge Manager pada PT. Indah
Kiat Pulp & Paper pada tanggal 21 Juni 2021
1% Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hal. 205
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2. Ketua BKPMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan

penanaman modal dari ketua BKPMD setempat atau dari Kepala

Perwakilan RI setempat dan Untuk proyek-proyek yang berlokasi di

Asing Pendatang (RPTK)
6. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang (IKTA)

7. lzin Usaha Tetap (1UT), izin usaha perluasan dan pembauran IUT.

7 1bid, hal. 205
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Sedangkan izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh

Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. lzin lokasi

Kawasan
perizinannya

tan”lOB

pembangunan nasional enyelengg an pengawasan pelaksanaan
penanaman modal”*%°
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal
dikeluarkannya Surat Persetujuan Penanaman modal tidak ada realisasi proyek

dalam bentuk kegiatan yang nyata, maka surat persetujuan Penanaman Modal

1% Ipid, him. 206
109 Aminuddin Ilmar, Op.Cit, him. 132
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akan batal dengan sendirinya. Pengertian dengan bentuk kegiatan nyata adalah
sebagai berikut :

1. Kegiatan nyata dalam bentuk administrasi untuk memperoleh

Kuasa

a. Bidang Industri, telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan
lahan sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum
dalam surat persetujuan

b. Bidang usaha jasa dan jasa penyertaan modal (holding), pada

umumnya telah ada kegiatan pokok berupa pembebasan lahan
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sekurang-kurangnya 25 % dari luas yang tercantum dalam
surat persetujuan, atau ruang perkantoran/ gedung.”110

Sebelum perusahaan menjalankan segala aktifitas usaha perdagangannya,
maka diwajibkan«perusahaan-harus memiliki- Surat" Izin, Usaha Perdagangan
(SIUP), yang diperoleh dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan setempat.
SIUP adalah surat ijin untuk, meaksanakan: kegiatan usaha perdagangan yang
wajib dimiiki  oleh Setiap perusahaan yang melakukan “kegiatan usaha
perdagangan..SIUP terdiri dari SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar
yang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan atau domisili perusahaan dan
berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku selama perusahaan
yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang Informasi dan
Komunikasi ~pada Kantor Binas Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Riau
didapat keterangan tentang kewajiban perusahaan penanaman modal harus
memiliki/memperoleh SIUP yang di berikan oleh Menteri yang melimpahkan
wewenang kepada setiap Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di
Kabupaten/Kotamadya setempat.dalam, hal.untuk menjalankan perusahaannya.***
Selain perusahaan yang mempunyai SIUP terdapat juga perusahaan yang
dibebaskan dari kewajibannya memperoleh SIUP vyaitu :

1. Cabang/perwakilan yang dalam menjalankan kegiatan usaha

perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat

19 G. Rai Widjaya, Penanaman Modal, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 40-41

11 Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Rifki Aditya,S.IP., selaku Kepala bidang Informasi
dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Riau pada tanggal 17 Oktober 2021
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2. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan diantaranya
a. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan

b. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau

qa ditandatangani oleh pemilik atau
Direktur utama . awab perusahaan dengan mengisi
Formuir SP-SIUP Keci/Menengah/Besar model A:
a. Diajukan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan
Perdagangan di kabupaten/kota (Ka. Kandep) setempat untuk

permintaan SIUP kecil dan SIUP menengah;
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b. Diajukan kepada Kepala kantor wilayah Departemen Perindustrian dan

Perdagangan di Kabupaten/Kota (Ka. Kanwil) setempat untuk

permintaan SIUP besar;

SIUP Kecil dan

4) Foto kopi NPWP Perusahaan; dan
5) Foto kopi Surat lzin Tempat Usaha dari pemerintah daerah
setempat bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan

SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang gangguan (HO)**?

12 Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit, hal. 215
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Setiap perusahaan Industri yang melakukan kegiatan di bidang industri
wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI). Namun, terdapat perusahaan atau
industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang dikecualikan dari kewajiban
untuk memperoleh” IUI tersebut. Berdasarkan-hasil wawancara penulis dengan
Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Riau_didapat" keterangan, selain memperoleh SIUP juga
perusahaan juga harus memiliki (1UI) dalam menjalankan perusahaannya.**?

Pada dasarnya setiap pendirian perusahaan industri yaitu perusahaan yang
melakukan Kkegiatan dibidang usaha industri, wajib- memperoleh IUI. Namun,
demikian ada perusahaan atau sejenis industri tertentu dalam kelompok industri
kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUl. Industri kecil yang
dimaksud adalah industri tertentu dalam kelompok industri kecil, meliputi semua
jenis industri sebagaimana, tercantum dalam ilampiran ‘Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/KEP/X/1999 dengan nilai investasi
perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha. Perusahaan industri yang telah memperoleh [UI,
dalam jangka 3 bulan terhitung mulai..tanggal diterbitkannya 1Ul wajib
mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU
No. 2 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi komersial,

perusahaan penanaman modal diwajibkan juga memiliki izin usaha tetap (1UT),

113 Hasil Wawancara penulis dengan Kepala bidang Informasi dan Komunikasi pada Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tanggal 17
Juni 2021
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untuk itu perusahaan penanaman modal harus mengajukan permohonan untuk
memperoleh IUT, adapun cara memperoleh IUT adalah :

1. Bagi perusahaan yang persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan

eluarkan oleh

lajukan kepada

a d‘;’ dengan formulir
&

yang mengeluarkan sura gtujuan . penanaman modal. Apabila surat
persetujuan penanaman modal dikeluarkan oleh Gubernur maka dalam hal
permohonan IUT juga diajukan kepada ketua BKPMD/Gubernur yang
permohonannya dibuat dalam rangkap dua.'™ Penerbitan IUT tersebut selambat-

lambatnya diterbitkan sepuluh hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap

" bid, hal. 235

15 Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Rifki Aditya,S.IP., selaku Kepala bidang Informasi
dan Komunikasi pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Riau pada tanggal 17 Oktober 2021
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dan benar diterima. IUT berlaku selama 30 tahun yang dimulai semenjak
produksi komersial dimulai bagi perusahaan PMA dan bagi perusahaan PMDN

berlaku sejak mulai beroperasi. Perpanjangan IUT diberikan selama 30 Tahun

mengenai ' hak, kewaji ° endnam. moda|

khusus gu ' kepas " -
- sel

modal terha

2. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Hak transfer
merupakan suatu perangsang untuk menarik penanam modal asing.
Repatriasi (pengiriman) dengan bebas dalam bentuk valuta asing,
tanpa adanya penundaan yang didasarkan pada perlakuan non
diskriminasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hak-hak transfer dan repatriasi ini meliputi ;
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a. Modal
b. Keuntungan, bunga Bank, deviden, dan pendapatan lain.

c. Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan

yang bekerja

yang dilakukan dibawah kontrak dan proyek, pembayaran hak atas
kekayaan intelektual.

Hak ini, tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk ;

1. memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana
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2. hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan atau royalti dan atau
pendapatan pemerintah lainnya dari penanam modal.

1. Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan

-

)

2
o
| »

. Kepastian perindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam
modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan
penanam modal.

5. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya

6. Hak pelayanan

116 5alim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hal. 210-211
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7. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”**’

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perencanaan

Penanam moda erikann I oleh Pemerintah
Kota.'®

Ese - : ert ana al adalah suatu
perlindungan yang ; : is ( am modal , bahwa ia
akan dapat menana : ; adap para pihak

yang terkait denga ma , pihak-pi ya, terutama dalam

memelihara, memberi pertolongan. Dari arti perlindungan ini dapat dicari

maknanya bahwa perlindungan itu tertuju kepada seseorang atau kelompok orang,

17 Dhaniswara K.Harjono, Op.Cit, hal. 117

118 Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober
2021
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karena ia memerlukan pertolongan dari seorang atau dari kekuasaan dalam hal ini
pemerintah.™*®

Dalam penanaman modal asing pemerintah wajib memberi perlindungan

perusahaan

kesatuan

Indonesia.?

terbuka menyangkut bidang usaha yang dijalankannya dan hak pelayanan ,
pelbagai macam fasilitas yang dapat memudahkan investor untuk berinvestasi

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

119\ J.S, Poerwadarninta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 653
120 gytantya, R.T . Hadikusuma R. Sumantoro, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan dan
Bentuk-bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 526.
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Terkait dengan hukum atau dalam hal aspek yuridis, merupakan hal yang
tidakkalah pentingnya untuk di perhatikan oleh para investor asing yang ingin

menanamkan modalnya pada suatu negara. Hal ini terutama berkaitan dengan

donesia akan
kum itu harus
ahkan dalam era

ian bertambah

Modal, hal ini tidak adanya diskriminasi antara penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing. Perlakuan yang sama ini meliputi tanggung jawab

penanam modal, sanksi bagi penanam modal, hak atas tanah dan lain sebagainya.

121 C.F.G. Sunarya_ Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman ModalAsing
di Indonesia, PT. Bina Cipta, Bandung, 2007, hal. 56.
122 |bid, hal. 78.
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Hal ini terlihat dalam Pasal 6 Undang-undang Penanaman Modal yang
menyebutkan bahwa :

a. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua

: ai dengan

3

<
.
¢ per
¢

Se

aksud dalam Pasal

AR AEANE

< ‘;‘%’
Q tq

dalam Pasal 15

modal; atau
d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
2. Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3. Selain diberi sangksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan

dapat dikenai sanksi lainya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

perlindunga i an kepadsa g a membedakan
asal negar pe an sengket nams al  berdasarkan

ketentuan pas dar ik , entang Penanaman

sengketa atau pengadilan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah
dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapar menyelesaikan

sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak,
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dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase todak disepakati, penyelesaian
sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah

erin ‘l onesia untuk

lebih men <an modalnya,

salah satun a asal investor,

perjanjian i berlaku dalam

NN

tata pergau sip A national

treatment clz yang sama bagi

tanea

edua, prinsip A

dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai
kewajiban untuk :

“a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung

jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk
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tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan

lingkungan, nilai norma, dan budaya setempat

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan

berasal dari Negeri Taiwan juga berkewajiban menaati semua hal yang telah
ditentukan oleh BKPMD, agar semua dapat berjalan dengan lancar salah satunya
dengan membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan berkala yang

dilakukan oleh perusahaan penanam modal, sehingga seluruh aktifitas yang

128 Dhaniswara K.Harjono, Op.Cit, hal. 117-118
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dilakukan oleh penanam modal, dapat dipantau oleh BKPMD/Pemerintah

daerah.*?*

Dalam UU No. 25 Tahun 2007, kewajiban perusahaan penanaman modal

Dalam UU No.25 tahun 2007, kewajiban seperti ini diatur dalam pasal
10 ayat (4) yang menentukan bahwa perusahaan penanaman modal
yang  memperkerjakan  tenaga  kerja  asing  diwajibkan
menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada

tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan

124 Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian Human Resourge Manager pada PT. Indah
Kiat Pulp & Paper pada tanggal 17 Juni 2021
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peraturan perundang-undangan. Sebelumnya dalam ayat (3) ditentukan
bahwa perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi

tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai

am modal asing

ional maupun

persyaratan. Selanjutnya dalam ayat (4) ditentukan bahwa kriteria dan
persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka
dengan persyaratan masing-masing akan akan diatur dengan peraturan
Presiden. Ayat (5) menentukan bahwa pemerintah menetapkan bidang

usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria
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kepentingan nasional, vyaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan pengembangan usaha mikro baik kecil, menengah dan

koperasi, pengawasan produksi distribusi, peningkatan kapasitas

agai perusahaan
vajiban untuk
idak menutup

misalnya dari

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika

penanam modal menghentikan atau menggagalkan atau menelantarkan

125 Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, Op.Cit, hal. 121-124
126 Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian Human Resourge Manager pada PT. Indah
Kiat Pulp & Paper pada tanggal 17 Juni 2021
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kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

3. Menciptakan iklim usaha persaingan usaha yang sehat, mencegah

pagian Human
ndah Kiat Pulp
& Paper seb : A3 \anar d : 92 pertanggung jawab

PT. Indah Kiat

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan artinya bahwa
investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia, tidak hanya
mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal, tetapi juga

dibidang lainnya seperti misalnya dibidang lingkungan hidup, kehutanan

127 53lim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hal. 212-213
128 Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian Human Resourge Manager pada PT. Indah
Kiat Pulp & Paper pada tanggal 17 Juni 2021
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perpajakan, pertanahan dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara penulis
dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Provinsi Riau diperoleh keterangan bahwa penanam modal dalam menanamkan
investasinya di Previnsi Riau harus juga mematuhi setiap rambu-rambu (peraturan
perundang-undangan) yang telah dibuat olenh Pemerintah Daerah Provinsi Riau,
dan jangan sekali-kali berbuat kecurangan-terutama dalam hal pembayaran pajak,
maupun hal-hal yang lainnya, karena Pemerintah Daerah Provinsi Riau akan
memberikan sanksi yang sesuai terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan.?
Apabila mereka ketahuan melanggar peraturan perundang-undangan, maka dapat
dikenakan sanksi. “Sanksi itu berupa sanksi pidana, perdata administratif. Sanksi
pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan pada kepada badan hukum asing yang
telah melakukan perbutan pidana. Sanksi perdata merupakan sanksi yang
dijatunkan kepada investor-asing yang telah, melakukan perbuatan melawan
hukum atau tidak memenuhi prestasi. sebagaimana ditentukan dalam kontrak.
Sanksi admistratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum asing,
yaitu dengan cara mencabut izin yang telah diberikan kepada badan hukum asing
tersebut” **°,

Khusus untuk penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam
yang tidak terbarukan, menurut ketentuan Pasal 17, wajib mengalokasikan dana

secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan

lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

129 Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober
2021

130 5alim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hal. 213
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perundang-undangan. Maksud pengaturan ketentuan ini adalah untuk
mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman

modal.

aman Modal

beind A erha %,‘
og runan yang

lah investasi
asing yan edangkan sebelum
reformasi gsia mengalami
peningkat

Tabe

Realisasi Penanaman Modal [ 000-2017) ‘ eth: n R dan PMDN di Indonesia @
dalam Rp triliun) ¥ “{2000-2017 - tirtod

‘aﬁ‘ﬂ“
W,

aaaaa

investasi

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal lantas terbit
beberapa bulan setelahnya. UU turut diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 77

Tahun 2007 yang mengatur tentang bidang yang tertutup dan terbuka terhadap
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penanaman modal asing. Instrumen PP menjadi semacam petunjuk mana sektor
investasi yang diproteksi dan tidak dari pengaruh asing. Peraturan juga

memperjelas bidang usaha yang memperbolehkan adanya investor asing dengan

porsi kepemilik DNI). Sektor bidang
usaha b lang pasar
uang adalah cc odal asing
pun dapat hidar JPET jeboran migas
di darat da ' i asing hingga

minat penanama al asing untuk masuk ke Indo mpaknya tidak akan

berarti tanpa adanya ¢ 3 , anaman modal.

Indonesia.**?

Dikaitkan dengan masalah birokrasi yang berbelit-belit karena banyaknya
(pintu/meja administrasi persyaratan) yang harus dilalui oleh investor asing untuk
mendapatkan izin penanaman modal asing sehingga menyita waktu yang lama dan

investor itu sendiri akan mengeluarkan biaya tambahan. Hal tersebut disebabkan

B3 https://tirto.id/pasang-surut-investasi-asing-tergantung-rezim-yang-berkuasa-c6bK, diakses
tanggal 15 Maret 2022
32 Aminuddin llmar, Op.Cit, hal. 133
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

ulah para aparat pelaksanaan tingkat bawah yang bekerja di sektor pemrosesan

izin sering kali memperlambat keluarnya izin pelaksanaan penanaman modal. Jadi

pada intinya pelayanan yang diberikan tidak memuaskan.

proyek yang

2. Masalah hukum
3. Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal
ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan

modal di Indonesia

133 |bid, hal. 96
3% |bid, hal. 97
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4. Adanya peraturan daerah, keputusan Menteri, Undang-undang yang

turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Setidaknya BKPM telah

mengumpulkan 262 perda yang berkaitan dengan iklim invstasi di

atau kendala-kendala dalam bidang esternal dan internal dalam bidang exstrenal
dapat dilihat dari penerapan pajak yang tinggi oleh Pemerintah Daerah dan faktor
dari internal dapat dilihat dari adanya kesulitan pemasaran, mengingat jumlah
jenis usaha seperti industri kertas ini sudah ada pesaingnya yaitu PT. RAPP, dan

kecendrungan dari masyaratkat Provinsi Riau selalu menyukai hal-hal yang murah

135 |hid, hal. 97-98
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harganya ketimbang yang memilih kualitas. Hal kedua adalah adanya sengketa

dan perselisihan dari pemegang saham, sehingga mengakibatkan Pemilik PT.

Indah Kiat Pulp & Paper yang investornya pada awalnya berasal dari Taiwan ini

penulis dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal Provinsi Riau diperoleh keterangan bahwa dalam mengurus prosedur
penanaman modal di Pekanbaru sangatlah rumit dan memakan waktu yang sangat

lama, ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengerti

138 Hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan bagian Human Resourge Manager pada PT.
Makro Indonesia pada tanggal 17 Juni 2021
37 3alim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit, hal. 98
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tentang investasi ditambah lagi dengan sistim pelayanan investasi yang belum satu
atap atau dapat dikatakan terlalu banyak birokrasi, sehingga dalam mengurus
prosedur perizinanpun berbelit-belit.**®® Untuk itu, perlunya pengembangan
sumber daya manusia agar dapat termanfaatkan secara-maksimal. Dikaitkan
dengan_sumber daya aparat yang dimilki oleh BKPM maupun BKPMD masih
perlu terus dikembangkan. Salahi'satt tolak; ukur untuk menilai sumber daya
aparat yang dimiliki oleh. BKPM maupun BKPMD adalah dengan banyaknya
keluhan yang dilemparkan oleh calon maupun penanam modal dimana seringkali
masih merasakan pelayanan yang belum memuaskan sesuai dengan standar
pelayanan yang mereka inginkan.**

Hampir-semua pihak mungkin sepakat bahwa kendala yang menghambat
penanaman modal khususnya penanaman modal asing ke Indonesia tidak hanya
masalah infrastruktur yang-, masih kurang memadai, masalah kepastian dan
birokrasi yang berbelit-belit dan menimbulkan biaya yang tinggi, kepastian usaha
dan jaminan hukum saja, akan tetapi lambannya pengambilan keputusan dalam
setiap masalah yang diajukan oleh penanam modal.

Menurut hemat penulis, hal tersebut.tidak perlu mendapatkan tanggapan
yang sangat serius sehingga membuat kita hanya memusatkan secara terus
menerus perhatian terhadap perbaikan fasilitas dan iklim penanaman modal dan
melupakan bidang lai. Barangkali yang perlu mendapat perhatian adalah

bagaimana menjalankan kebijaksanaan penanaman modal secara konsisten tanpa

138 Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober
2021

139 Aminuddin llmar, Op.Cit, hal. 147
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setiap saat dapat melakukan perubahan peraturan sehingga membuat calon
penanaman modal khususnya penanam modal asing merasa enggan untuk

mengaplikasikan modalnya di Indonesia hanya karena masalahnya berubahnya

aturan

waktu 50 hari

an Koordinasi

Vel
&
=
o
ﬂ apun untuk izin
el
&>

Waktu dan biaya pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) adalah
5 bulan dengan tingkat pengembalian 87 %
4. Waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian pajak bulanan rata-rata

45 hari

140 Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober
2021
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5. Soal perburuhan, terutama pembayaran uang pesangon yang rata-rata 5
% dari biaya produksi, belum lagi kalu terjadi perselisihan buruh.

6. Persoalan infrastruktur, misalnya waktu penyambungan listrik, telepon

1(!.\.

Se

RE L ED

perupa Pungli
(pungutan dan kenaikan
tarif (BBM peraturan yang
paling banyz aturan didaerah.

Dari seluru ang salah hanya 27%.

yang ditempuh adalah
Pemerintah perlu perba dengan menumpas korupsi,
menyederhanakan prosedur investasi dengan pelayanan satu atap, menerbitkan
perda dan mempromosikannya, pelayanan mudah, pemberian fiskal hanya
diberikan pada kegiatan investasi yang menghasilkan eksternalitas yang positif

karena berpengaruh pada penerimaan devisa negara.

%1 1bid, hal. 99
142 1bid, hal. 100
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Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidaksengajaan
tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi juga dapat ditimbulkan oleh
mekanisme koordinasi yang tidak berjalan denga baik. Seringkali terjadinya
kegagalan dalam_koordinasi disebabkan oleh.adanya pertimbangan subjektif yang
berlantarbelakang kepentingan politis ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan daya’ saing investasi agar dapat menarik
masuknya investasi ke Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi antara
instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan singkronisasi
dan koordinasi kelembagaan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Di
samping itu perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap aparatur negara
serta perubahan pelayanan publik.

Koordinasi yang harmonis diantara berbagai institusi yang berkaitan
dengan efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada
kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi,
sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahan konflik. Hal ini karena fungsi
koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian
kerja dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk itu diperlukan
mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait,
misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi dan
lain-lain.

Dalam pasal 18 UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal Asing
telah ditentukan jangka waktu berlakunya izin penanaman modal asing tidak lebih

melebihi dari 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
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Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi
Riau mengenai berakhirnya izin kegiatan penanaman modal asing, dapat dilihat

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika undang-undang

ah izin yang akan

NS e 1

bagi pere emba | ’
bermanfaat ada pa a c ‘b [f latan usahanya
perusahaan yar irika _- -_ n_m g g memberikan
dampak positif- antara lain - E"._ a k penerimaan pajak,
lingkungan dz < tu berlakunya izin
pemabaruan : aht i tota aman moal asing
menanamkan
jangka waktu izin be S an izin pembaruan 30

tahun.” 144

oleh pemerintah kepada penanam modal asing. Di dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1967 tentang penanaman modal asing tidak ditentukan secara khusus
tentang berakhirnya izin penanaman modal asing. Namun apabila kita mengkaji

berbagai subtansi Undang-undang No.1 Tahun 1967 dan berbagai peraturan

3 Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Anshari Kadir, S.Ag., M.Si, selaku Kepala Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Provinsi Riau pada tanggal 14 Oktober
2021

“ bid, hal. 214
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pelaksanannya, maka kita dapat mengemukakan bahwa ada tiga cara berakhirnya
izin penanaman modal asing. Ketiga cara itu, meliputi :

1. Jangka waktu izin yang telah diberikan penanam modal telah berakhir

penanam Jal asi s A nya a waktu izin
penanama )d adalah s 3 » ) aktu 30 tahun
telah habis emperpanjangnya,

maka dem a berakhir dengan

perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan penanam modal asing telah
melakukan pencemaran lingkungan atau tidak melaksanakan kewajiban dibidang
perpajakan. Sebelum pembatalan itu dilakukan, pemerintah harus memberikan
teguran atau somasi kepada perusahaan penanaman modal asing minimal tiga kali

dan teguran itu tidak diindahkan oleh penanam modal asing. Kesadaran akan

%% 1hid, hal. 215
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pentingnya peranan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal
asing, bedampak pada digantinya undang-undang penanaman modal yang lama
menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adanya
undang-undang _penanaman «modal tidak..serta mertadirasa kurang guna
mendukung pelaksanaan penanaman. modal di Indonesia. Dibutuhkan
ketentuanketentuan yang lebihekonKrit “dan ,yang dapat memberikanjaminan
perlindungan baik terhadap para investor asing maupun negara Indonesia sendiri.
Seperti-halnya perjanjian BIT yang dibuat dan disepakati oleh pemerintah
Indonesia dengan negara lain, di dalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan
mengenai definisi-definisi terhadap terminologi yang digunakan dalam
perjanjiantersebut, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan.dan tidak dapat
dilakukan oleh kedua negara, ruang lingkup, prinsip-prinsip mendasar yang
diharuskan ada di dalam sebuahBIT, penyelesaian sengketa dil.Akan tetapi, pada
kenyataannya keberadaan BIT dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia
tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi negara. Berbagai ketentuan-
ketentuan yang diatur @ dalam BIT yang diharapkan dapat memberikan
perlindungan bagi kedua negara,.akan tetapi.pada kenyataannya Justru berakibat
pada kerugian yang dialami oleh salah satu negara. Dalam hal ini tidak jarang,
Indonesia sebagai negara penerima modal yang justru mengalami kerugian
tersebut.di dalam pelaksanaan suatu BIT di Indonesia, terdapat permasalahan
permasalahan mendasar yang berakibat pada kerugian yang tidak sedikit yang
dialami oleh Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya penanaman modal,

memberikan dampak yang baik pula bagi Indonesia. Tidak siap nya Indonesia
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terhadap semakin banyaknya penanaman modal asing yang masuk menjadikan
Indonesia semakinbergantung terhadap penanaman modal asing. Penanaman

modal asing yang awalnyaberfungsi sebagai pemicu untuk pembangunan

rakyat.

Pada dasarnya dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, pemerintah
Indonesia masih tetap dapat membela kepentingan publik. Terkait dengan
digugatnya pemerintah Indonesia oleh para investor asing mengenai
dikeluarkannya kebijakanyang merugikan para investor asing. Peradilan

Internasional telah melakukaninterpretasi mengenai penerapan prinsip fair and
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equitable treatment dalampenanaman modal asing. Terdapat 5 (lima)prinsip

penting dalam Fair and equitabetreatment, yaitu:

1. The principle of reasonableness

suatu kebijaka r d n yang jelas.

Pada prinsi n-dis i 3 arny; ah tercantum dalam

untuk kepentinga olik dan_peme i buktikan hal-hal

tersebut. dise a_.bahwa perusahaan

penanaman modal asing merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi keduanya
mempunyai kaitan sama lain.

Pentingnya keberadaan perusahaan multinasional dalam penanaman modal
asing di Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuat ketentuan mengenai
daftar bidang yang terbuka dan tertutup bagi perusahaan multinasional yang ingin

menanamkan modalnya di Indonesia. Lebih lanjut lagi meskipun Indonesia
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membutuhkan penanaman modal asing guna pembangunan, Indonesia mempunyai
ketentuan-ketentuan mengenai negative list. Pada dasarnya dengan adanya
negative list tersebut maka pemerintah Indonesia tetap melindungi bidang-bidang
usaha penting sehingga pengelolaanya tetap.dikuasai oleh-pemerintah Indonesia
atau oleh perusahaan dalam negeri. Hal tersebut dilakukan guna tetap
menciptakan pembangunan yang-merata bagi rakyat Indonesia sehingga dalam hal
ini tidak' saja hanya™ perusahaan multinasional Vyang dapat mendapatkan
keuntungan dari adanaya penanaman modal akan tetapi juga perusahaan
perushaaan dalam negeri mempunyai hak sama. Adanya posisi tawar menawar
antara perusahaan multinasional dan negara penerima modal ini karena masing-
masing ingin.mendapatkan keuntngan yang maksimum. Perundingan antara
perusahaan-perusahaan dan negara berkembang ini mengikuti pola yang disebut
the obsolecing bargain pattern. Perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai
posisi tawar yang lebih kuat terhadap suatu penanaman modal dan disisi lain juga
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari negara penerima modal.

Keadaaan negara Indonesia sebagal negara berkembang yang
membutuhkan modal dan menerima medal dari para penanam modal yang berasal
dari negara maju, membuat posisi tawar menawar atau bargaining position antara
Indonesia dengan perusahaan multinasional menjadi tidak seimbang. Pada
dasarnya Indonesia sebagai negara penerima modal sudah memfasilitasi serta
menjamin kepastian hukum untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi
perusahaan multinasional yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Kemudahan maupun kepastian hukum yang dijamin oleh pemerintah Indonesia
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tesrebut terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal dan juga untuk pengaturan lebih khusus terdapat dalam BIT yang dibuat
dan ditandatangani oleh Indonesia dengan negaranegara pemilik modal.

Pada kenyataanya lemahnya posisi.lndonesia sebagai negara penerima
modal membuat konflik-konflik yang terjadi antara Indonesia dengan perusahaan
multinasional yang beroperasi.di:Indonesia'menjadi sangat merugikan Indonesia.
Hal ini karena Hampir semua konflik yang terjadi” antara Indonesia dengan
perusahaan multinasional tersebut justru dimenangkan oleh perusahaan
multinasional. Terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para investor
yang merugikan Indonesia, pada saat ini juga Indonesia sedang melakukan proses
renegosiasi terhadap perjanjan BIT yang telah dibuat dengan negara-negara lain.
Hal tersebuttentu saja merupakan langah yang baik karena, isi dari BIT yang saat
ini masih berlaku di Indonesia sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan Indonesia.
Selain itu juga penghentian perjanjian BIT merupakan hal yang cukup ditakuti
juga oleh para investor. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa
dengan dilakukannya penghentian perjanjian BIT.oleh Indonesia terhadap BIT
yang dilakukannya dengan negara lainn makan akan berdampak juga pada posisi
investorinvestor asing yang berasal dari negara tersebut. Ketegasan yang dimiliki
olen pemerintah Indonesia dalam hal penanaman modal asing ini sangatlah
penting, agar tetap terciptanya keadaan yang seimbang dan saling menguntungkan
baik bagi Indonesia sebaga Negara penerima modal maupun bagi negara-negara

lain sebagai negara pemilik modal.
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146 menekankan

Prinsip non-diskriminasi (non-discriminatory principle)
pada dasar pikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing-

masing pihak, dengan saling menghormati kedaulatan negara masingmasing

disepakati dalar S i tuntutan ke :_ penanaman modal di tingkat

global.**’

%6 Muchammad Zaidun, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal
Asing Di Indonesia’ 2005, hal. 17-20.

17 \Widhayani Dian Pawestri, Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan
Konstitusi Ekonomi Dengan Basic Principle Dalam Bilateral Investment Treaties, Jurnal Yuridika:
Volume 31 No 1, Januari 2016
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
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lama karena

satu atap dan yang kedua dapat di lihat dari minimnya sumber daya
manusia terutama pada aparatur negara dalam hal pengetahuan tentang
investasi, dan yang ketiga adanya peraturan perpajakan yang sangat
tinggi yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi investor asing

dan perusahaan penanam modal asing tersebut.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut :

mengakibatkan investor e menanamkan modalnya ke Pemerintah
Provinsi Riau, karena mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya
persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus izin penanaman

modal asing tersebut.
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